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Sebaran Pengawas per provinsi

Provinsi Jumlah

perusahaan

Jumlah

pengawas

Aceh 5.433 29

Sumatera Utara 11.131 84

Sumatera Barat 2.857 31

Riau 3.351 32

Jambi 2.007 25

Sumatera Selatan 5.474 35

Bengkulu 1.746 15

Lampung 5.159 20

Kepulauan Babel 2.083 10

Kepulauan Riau 4.677 36

DKI Jakarta 29.993 102

Jawa Barat 27.897 191

JawaTengah 19.226 139



Sebaran pengawas per propinsi

(lanjutan)

Provinsi Jumlah

perusahaan

Jumlah

pengawas

Banten 7.174 58

Jogjakarta 3.810 20

JawaTimur 25.107 164

Bali 4.753 17

Nusa Tenggara Barat 3.042 12

NusaTenggara Timur 5.164 19

Kalimantan Barat 2.413 15

Kalimantan Tengah 2.458 20

Maluku Utara 1.168 7

Papua 1.259 18

Papua Barat 2.828 11



Terbitnya instrumen baru dalam bidang

pengawasan

 Peraturan MenteriTenaga Kerja danTransmigrasi No 10 

tahun 2012 tentang Komite Pengawas Ketenagakerjaan

 Peraturan Bersama MenteriTenaga Kerja danTransmigrasi

dan Mentri Dalam Negeri no 51 tahun 2012 tentang

optimalisasi pengawasan Ketenaga Kerjaan di Provinsi dan

Kabupaten/Kota



Target 2013

Program Target

Pengesahan Peraturan Perusahaan 2000

Perjanjian Kerja Bersama yang didaftarkan 200

Jumlah koperasi buruh yang mendapat modal usaha 200

Jumlah pembentukan LKS Bipartit di perusahaan 400 

Jumlah pembentukan LKS Tripartit di kab/kota 50




